KEPALA DESA DAGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA DAGAN
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BANYU MILI" DESA DAGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAGAN,

Menimbang : @& bahwa untuk meningkatkan pendapatan
masvarakat desa dan pendapatan asli desa
diperlukan suatu badan yang menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan
umum yang dikelola oleh desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembar negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 3495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Pematuran
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negama
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemenintah Nomor 8 Tahun 2016  tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemenntah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014




tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7;

9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun

2019 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
Nomor 77)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAGAN
dan
KEPALA DESA DAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) “BANYU MILI” DESA DAGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: \

1. Desa adalah Desa Dagan yang berkedudukan di kecamatan Bobotsari,
Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

2; Pcmc?i;tah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa Dagan

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dagan




4. Badan Permusyawarmtan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa
Dagan

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnva disebut BUM Desa, adalah BUM Deaa
Dagan

6. Badan Usaha Milik Desa vang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan

hukum vyang didirikan oleh Desa Dagan guna mengelola usaha,

memanfantkan  asel, mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis naaha lainnya
untuk sebesar-besarmya kesejahternan masyarakat Desa Dagan

Usaha BUM Desa adalah kegintan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan

umum yvang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang
melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

9. Anggaman Dasar adalah dokumen yang berisikan pasal-pasal umum vang
mengatur tentang BUM Desa “BANYU MILI® Desa Dagan.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisikan pasal pasal
tentang petunjuk teknis BUM Desa “BANYU MILI® Desa Dagan.
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BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
mengenai kedudukan BUM Desa sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam
melakukan:

a. peningkatan perckonomian Desa;

b. optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;

¢. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi

Desa;

d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;

€. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

@ =

Pasal 3
(1) BUM Desa “BANYU MILI” berkedudukan di Desa Dagan.
(2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4
Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUM “BANYU MILI"
terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan
kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5
(1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan
pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa,
maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.



(2)

Organisasi pengelola BUM De

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

ana dimaksud pada ayat (1)
hamnya sebagian besar
Desa, terdirl atas:

Unit usaha berbadan hukum privat sebagaim
dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sa
dimiliki oleh BUM Desa dan terbulka untuk masynrakat
a. 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh BUM Desa; dan

b, 40% (empal puluh persen) dimiliki oleh masyarakat Desa

Bagian Kedia
Organisasi Pengelola

Pasal 6
sa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa

Pasal 7
Susunan kepengurusan BUM Desa Banyu Mili terdiri dari:
a. penasihat;
b. pelaksana operasional; dan
C. pengawas.
Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa
yvang diselenggarakan olch BPD.
Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa,

yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 8
Modal awal BUM Desa Banyu Mili bersumber dari APB Desa sesuai dengan
hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.
Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa
yvang dipisahkan,
Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal
dari APB Desa dengan menggunakan Dana Desa sebesar Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puliuh juta rupiah) sesuai hasil pembahasan dan
kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang
disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga BUM Desa yang ditetapkan dengan keputusan

kepala Desa.
Bagian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha
Pasal 10
(1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat

Desa, BUM Desa dapat membentuk unit usaha:
a. perdagangan;

b. pariwisata;

¢. usaha lain yang sesuai dengan potensi desa.



Pasal 11

Pengelola unit usaha BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk
menyusun kerangka bisnis yang memberdavakan dan  menguntunglkan
masy ﬂ!‘ﬂk"' Desa, antam lain:

a. membuka toko untuk kegiatan usaha perdagangan;

b. membuka usaha pariwisata;

¢. membuka usaha lain yang sesuai dengan potensi desa

Bagian Kelima
Hasil Usaha

Pasal 12

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil
transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak
lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun
buku.

(2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola
melalui sistem akuntansi sederhana.

(3) Besaran hasil usaha BUM Desa untuk pendapatan asli Desa selanjutnya
diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa yvang
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13
(1) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUM
Desa kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kinerja BUM Desa kepada masyarakat Desa melaiui
Musyawarah Desa.

BABV
PEMEUBARAN

Pasal 14
(1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa
menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana
operasional BUM Desa.

Pasal 15

(1) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan
bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh
kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
(1) BUM Desa dan unit usaha yang dikelola BUM Desa yang telah ada sebelum
Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) BUM Desa dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama
6 {enam) bulan terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
(1) Peraturan Desa Dagan Nomor 017 2019  Badan Usaha -

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetaphan.




LAMPIRAN PERATURAN DESA DAGAN
NOMOR 05 TAHUN 2021

TANGOAL 27T Oktober 2021

ANGGARAN DASAR
BUM DESA “BANYU MILI™
DESA DAGAN

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa
sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa
semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat,
produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha
masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya.
BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di
samping tetap memberikan manfaatbagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi
oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari
kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ
tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi
tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing
individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(l BUM Desa ini bernama BUM Desa BANYU MILI Desa Dagan,
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.

(2} BUM Desa BANYU MILI Desa Dagan berkedudukan di Desa Dagan,
Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
a. Perdagangan;
b. Wisata;
BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM

Desadapat:

a.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan
eceran yang meliputi:

1. 46638 Perdagangan besar berbagai macam material

bangunan.
Usaha ini mencakup usaha perdagangan besar macam
macam material bangunan seperti semen, pasir, paku, cat

dan lain-lain.

- 47763 Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama

Usaha ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai
macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan
tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran
(mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium),
pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur],
insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan
akarisida.

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

1. 93231 Wisata Agro

Usaha ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata
dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman
pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan
sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penvediaan
berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum
serta akomodasi.

. 91034 Taman Wisata Alam

Usaha ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk
menyelenggarakan usaha penyediaan sarana di blok pemanfaatan
dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan untuk
pariwisata dan rekreasi alam



(Z] BUM Desa memiliki Unit Usaha yang bergerak pada bidang
usaha:
a. Perdagangan
b. Wisala
BAB IV
ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu
Musyawarah

Desa

Pasal 4
(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan
pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.,

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta
difasilitasioleh Pemerintah Desa.

Pasal 5
Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6
(I) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas
danpenasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah
Desa;

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh
Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam
hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program
kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas
pengawasan danpenasihat atas tugas kepenasihatan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
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Priaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta
BFD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling

-

lambat 7T {tujuh) hari kalender

Paaal 7
Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b dapat disclenggarakan sewakiu-wakiu dalam keadaan
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnys
berada pada Musyawarah Desa.
Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional
dan/atau pengawas kepada penasihat.
Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa
kKhusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8
Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Kepala Desa;
b. BPD; dan
C. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal;
2. gemmluhn dusun atau rukun warga atau rukun tetangga;

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan
Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musvawarah Desa berwenang:

a.
b.

C.

e B

Fm

menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana
operasional BUM Desa;

mengangkat pengawas;
mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja
yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah
pengawas dan penasihat;



—
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memberikan persetujuan alas pinjaman BUM Desa dengan jumilah
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumiah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan
pthak lain sebagaimana ditctapkan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa:

menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;

. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk

melaksanakan kegiatan tertentu;

memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM
Desadan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada
Desa;

menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan
pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional,
dan pengawas;

membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa
denganaset BUM Desa;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional,
dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang
diakibatkan olehunsur kesengajaan atau kelalaian;
memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan
memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu;

menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh
kegiatan usahaBUM Desa;

meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen
untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi
kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.



d.

Bagian Kedua

Penasihal

Fasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa,

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa;

menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional

sesuaikeputusan Musyawarah Desa;

. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara

pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan
operasional BUM Desa;

bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun
dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha
BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan
oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam
laporan tahunan;

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM
Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas
pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja
sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk
kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional
dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;



b.

menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan

rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan

Musyawarah Desa:

menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi

BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga;

d. bersama pengawas, menelaah laporan  semesteran atas
pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa:

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

Desa;

memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan

organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa:

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa; dan

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai

persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah
Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanaka fungsi
kepenasihatan; dan

b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Honor senilai Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus

rupiah)
2. Tunjangan Kinerja senilai Rp.500.000, - (lima ratus ribu
rupiah)
Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang
selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari
orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD,
dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.



(@] Orang perseorangan scbagaimana dimaksud pada avatr (1) harus
memenuhi syarat mefiputic
a. warga Desa Dagan:
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
memiliki dedikasi dan menyvediakan waktu sepenuhnya
untukmelaksanakan tugas scbagai direktur;
berpendidikan minimal SMA sederajat;
mampu melaksanakan perbuatan hukum;
tidak permmah dinyatakan pailit;
tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usahadinyatakan pailit;
usahadi bidang ekonomi dan/atan pelayanan umum;
k tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
Direktur BUM Desa.
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B) Musyawarah Desa memilih orang perscorangan yang diusulkan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dengan kriteria persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2). Orang perseorangan yang
terpilih sebagaimana yang dimaksud padaayvat (3) ditetapkan oleh
Musyawarah Desa sebagai Direkinr.

Pasal 16
Direktur dapat diberhentikan sewakiu-waktu oleh Musyawarah
Desa karena alasan:
a. nidak dapar menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan:
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa:
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan
yangscharusnya dihormati sebagai dircktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang
f. mengundurkan diri.



Pasal 17

Direktur berwenang:

a.

bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa
yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan
keputusan Musyawarah Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal

organisasi maupun dengan pihak lain;

. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa

termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi
pegawai BUM Desa;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain
sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenaiketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai

yvang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai
yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan
dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM
Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di
luar pengadilan.




Pasal 18

Direktur bertugas:

a.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan
maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam
dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala
kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau
ketentuan peraturanperundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha
BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Desauntuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah
oleh penasihat dan pengawas;
atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan
BUM Desa kepada penasihat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan
kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa
dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

a.

mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang
segala haldan dalam segala kejadian;
mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan
bendahara;
Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. gaji senilai Rp. 1.500.000,- ( satu juta ima
ratus ribu rupiah);
2. tunjangan senilai Rp.500.000,- ( lima ratus
ribu rupiah).
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Bagian Keempnt

Pengawas

Pasal 20
(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan vang diusulkan oleh
Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah
Desa,
(7) Orang perseorangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa Dagan;
b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit
yangdapat menghambat tugas sebagal pengawas);
memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagal pengawas;
. berpendidikan minimal SMA sederajat;

(-

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usahadinyatakan pailit;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai

m

usahadi bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa

karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan
yangseharusnya dihormati sebagai pengawas;

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan

f. mengundurkan diri.




Pasal 22

Pengawas berwenang:

a.

b.

bersama dengan penasihat, menelnah rancangan rencuna progranm
kerjia yang dinjukan oleh pelnksana operasional untuk diajukan
kepadaMusyawarah Desn;

bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas
dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga DUM Desa dan/atau
perubahannya;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan natas
pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagalmana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desn;

. bersama dengan penasihat, memberikan persetujunn atans kerjn

sama BUM Desa dengan nilal, jumlah investasl, dan/atau bentuk
kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampallkan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka
perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
kepada Musyawarah Desa;

atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan
audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau
kelalaian dalam pengelolann BUM Desa yang berpotensi dapat
merugikan BUM Desa; dan

memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM
Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan

jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai
Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau
ketentuan peraturanperundang-undangan;

melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan
tahunan kepada Musyawarah Desa;

melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di
ajukan kepada penasihat;

bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa;



bersama dengan penasihat, melakukan telanhan atas laporan
tahunan pelaksanaan perigelolnan Usaha BUM Desa oleh pelaksana
operasional sebelum diajulkan kepada Musyvawarah Desa;

bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

Desa; dan

. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa,

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan vang terdiri atas:

a. honor senilai Rp.900.000, - (Sembilan ratus ribu
rupiah); dan

b. tunjangan kinerja senilai Rp.400,.000,- (empat ratus
ribu rupiah);

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian
KesatuModal

Pasal 25

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 250.000.000, - ( Dua

Ratus Lima Ratus Juta Rupiah)

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terbagi atas:

a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 250.000.000, -
Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

atau 100 % ( seratus perseratus); dan
b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp O,-
(Nol Rupiah) atau O % (Nol perseratus).

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:

a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;



d. pinjaman, dan/atau

e. sumber lain yang sah

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara

(1)

(2)

(1)

(2)

berkala dalam laporan keuangan,

Pasal 27
Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM

Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan

memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta

kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam

negerilainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi
sisa masa jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua)
tahunberturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan
jaminan atau agunan.




(1)

(1)
(2)

3)

L)

(1)

2)

Pasal 29
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai
lebih dari atau sama dengan penyertaan modal awal dilakukan
setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai
kurangdari penyertaan modal awal dilakukan setelah mendapat

persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30
BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan
masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling
sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah,
lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga
negara ataubadan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan
pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan asetDesa.

Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban
kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk
untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman
atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil
manfaat tertentu.



()

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pananl 32
Selain kerja sama usabha sebingalmana dimakaud dalam pasal 31 avat
(1] RUM Desa dapat melakukan kerjn sama usaha dengan pihak
Inin berupn kerjn sama usaha termasuk namun tidak terbatns
dalanm bentuk pengelolnan bersama sumber dayn,

Kerjn asnma usaha DUM Desa dengan pihak Inin berupa pengelolann
bersama sumber dayva sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status
kepemilikan dan/atau penguasann objek tersebut berdasarkan

ketentunn peranturan perundang-undangan,

Pasal 33

Kerjn sama usaha dengan nilal investasl lebih dari atau sama dengan
jumlah  penyertann  modal  awal  dilakukan setelah  mendapat
persetujuan Musyawnranh Desn;

Kerjn sama usaha dengan nilal investasi kurang darl jumlah
penyertann modal awal dilakukan setelah mendapat persetujuan
penasihat dan pengawns;

Pasal 34
Kerja sama non-usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, (lmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan
dewan penasihat dan pengawas,

BAB VIl
KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN
HASIL USAHA

Pasal 35

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1
(satu) tahun buku,

Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi
atas:

a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 20 % ( dua
puluh perseratus);

b. pemupukan modal usaha sebesar 20 % (dua puluh per seratus);

¢. komisaris sebesar 7 % (tujuh perseratus);

d. penaschat sebesar 3 % (tga perseratus);

e, honor pengelola sebesar 35 % (tHga puluh lima perseratus);
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f. biaya rapat sebesar 7 % (tujuh perseratus)
g. pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 5 % (lima per
seratus); dan
h. dana sosial sebesar 3 % (tiga perseratus).
(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf adialokasikan untuk:
a. pendapatan asli Desa sebesar 20% ( dua puluh per seratus) vang

penggunaannya diprioritaskan untuk Pendapatan Asli Desa
(PADes);

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM
Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 20 % |
dua puluh perseratus).

BAB VI
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

«di Dagan
ipal 27 Oktober 2021

Diundangkan di Dagan
pada tanggal 27 Oktober 2021
SEKRET DESA DAGAN,

SUBEKTI

LEMBARAN DESA DAGAN TAHUN 2021 NOMOR 05.



